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PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PONTIANAK
NOMOR 11 TAHUN 2007

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
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KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN ANGGARAN 2006

DENGAN BRAHMAT TUHAN YANG MAHA BESA
BUFPATI PONTTANAK,

bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2006, perlu dilakukan
Fertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendspatan dan Belanja Daerah;

bahwa hasil Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Kalimantan (Lembaran Negara
Tahun 1953 Nomor 9),Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tLentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang~Undang



Nomor 12 Tahun 1824 (Lenbaran Negara Tahun 1994 Nomor 62 , Tambahan Lembaran Negara Nomor
3569);

cribusi Daersh (Le
agaimana >1ah  diuba dengar
Nomor 246, Tambahan Lewbaran

3. Undang~Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Ps
Tahun 1997 Nomeor 41, Tambahan Lembaran HNegara
Undang~Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negars
Negara Nomor 404875 ;
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4. Undang-Undang MNomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Pero Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Megara MNomor 3688) ;
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5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 19%939 tentang Penyelenggaraan MNegara vang Bersih
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Nomer 3851):

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Frogram Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun
2000 Meomor 206 ) ;

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan MNegara ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

8. Undang-Undang Nomcr 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

Peraturan Perundang - undangan

a Nomor 4389 );

Y. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Fembentuk
{ Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran N

10, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomer 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nowor Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2005 tentang Perubshan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerint an Daerah
nenjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4548)

ah

11 suangan Antara  Pusat dan  Daer

Homer 44328);

Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2004 tentang Perimbancgan Ke
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nowmer 126, Tambahan Lembaran Negara

an dan Belania Negara Tahun
1ran Negara Nomor 4442);

12. Undang-Undang MNomcor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapat

Anggaran 2005 (Lembaran Wegara Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Le




bt

{5
o

17

3

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban K
{(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 20%, Tambahan Lembahan Lemrbaran Negara Nomor 40

pala Daerah dan Wakil
028y ;

gara Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Ke
Kepala Daerah (Lembaran MNegara Tahun ! Nomor 210, Tambahan Lembaran Ne

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara  Tahun 2001
Nomer 118, Tambahan Lerbaran Negara Nomor 4138);

Peraturan Pemerint: Nomor €46 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Indeonesis
Tahun 2001 Momor 119, Tambahan Lembaran Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomer 24 Tahun 2004 tentang FKedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran WNegara Tahun 2004 Nomor 90, Tanbahan
Lembaran Negara Nomor 4416); sebagaimana telah diubah beberapa kall terakhir dengan Peraturan
Pemerintah MNomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Neegara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Necgara
Nomer 4712 3;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentany Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran N
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4504 ;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pemzagian Urusan Pemerintahan Antars
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lenbaran
Negara Tahun 2007 Nomor 682, Tambahan Lembaran MNegara MNomor 4737);

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2005 tentang Dana Alokasi Umum Daersh Propinsi dan Daerah
Kalwupaten/Kota Tahun Anggaran 2006

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indenesia MNomor 124/FPMK.02/2005 tentang Penetapan Alokasi
- zdoman Unmum Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2006;

Dan

Kepmendagri 29 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengurusan, Fertanggungjawaban dan Pengawasan
Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeral, Pelaksanaan
Tata llgaha Keuangan Daerah clan Penyusunan Pertanggungiawaban Pelaksanaan APED;

Peraturan Daerah Kabupaten Peontianak Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pokok-pokek Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nemor 01 Seri A Nomor 04) sebagaimana telah diubah
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“ e Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 15 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan
nja Daerah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 15
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Nomor 09 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pemdapatam
aerah Tahun 2006 Momor

28. Peraturan Daerah Kebupaten Pontianak
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Dengan Persetu-juan Bersams
DEWAN PEFWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
dan
BUPATI PONTIAMAK

MEMUTUSKAHN

Menetapkan i PERATURAN DAERAH TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGIAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDREATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUFPATEN PCONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2006
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Pasal 4
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Diundangkan di Mempawah T m :
pada tanggal.Z./.2../2007 RGUS SALIM
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

SUNARTO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN .299/.... NOMOR .- 1L......



